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  Abd. Rasyid, B111 05051, Fungsi Dan Tugas Balai Pelayanan, 
Penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Di Kota 
Makassar.di bawah bimbingan Marwati Riza, pembimbing I dan Anshori 
Ilyas selaku pembimbing II. 
  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara lebih jelas dan 
luas tentang fungsi dan tugas Balai Pelayanan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kota Makassar dan bagaimana 
faktor-faktor yang menjadi hambatan Balai Pelayanan Perlindungan dan 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Makassar dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Pelayanan Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Makassar. Metode 
pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak 
yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi dan di peroleh melalui 
bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai 
hubungan dengan masalah yang penulis bahas dalam penulisan skripsi 
ini. Seluruh data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dari 
hasil penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan 
data yang bersifat deskriptif. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa BP3TKI Kota Makassar 
merupakan perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penempatan Dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sehingga dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berdasarkan apa yang telah 
ditetapkan oleh BNP2TKI dan mengkoordinasikan ke Pos Pelayanan 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), serta 
melakukan pelaporan tiap bulannya berdasarkan hasil dari 
pelaksanaannya, baik itu BP3TKI dan P4TKI lalu diteruskan ke BNP2TKI. 
Faktor-faktor yang menjadi hambatan Balai Pelayanan Perlindungan dan 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Makassar dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya yaitu: Keterbatasan sarana dan  
prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BP3TKI kota 
Makassar, keterbatasan anggaran dan dana dalam proses pelayanan 
kepada masyarakat baik itu calon TKI maupun TKI yang telah ditempatkan 
di luar negeri, lemahnya dukungan pemerintah setempat dalam program 
penempatan Tenaga Kerja diluar negeri, yaitu: tidak ada anggaran yang 
tersedia dalam anggaran pembangunan daerah (APBD). dan lemahnya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kesejahteraan bangsa dan negara merupakan salah satu tujuan 
utama Negara Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea 
Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa negara bertujuan “mewujudkan 
keadilan sosial d\an kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.” 
Tujuan tersebut kemudian  dituangkan ke dalam beberapa pasal di UUD 
NRI 1945, salah satunya adalah Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “Tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan.” Pasal tersebut mencerminkan bahwa pekerjaan 
sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap orang. 
Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi 
baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai 
peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, 
yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di 
Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan 
ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. 
Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di 
Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang 
disediakan. 
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Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri 
dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di 
negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja 
secara internasional. 
Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar 
negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang 
dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja 
Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar 
negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase 
tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama 
penempatan dan purna penempatan. 
Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar 
negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan 
Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pada 
konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja 
Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, 
termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-
wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan 
lain yang melanggar hak asasi manusia. 
Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi 
warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri 
berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, 
kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan 
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manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri 
merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang 
sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan 
yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan 
harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta 
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai 
dengan kebutuhan nasional; 
Penciptaan mekanisme sistem penempatan tenaga kerja di luar 
negeri dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya arus 
penempatan yang berdaya guna dan berhasil guna, karena berbagai 
sumber masalah sering menghadang tenaga kerja tanpa diketahui 
sebelumnya oleh yang bersangkutan seperti :  
1) Sistem dan mekanisme yang belum mendukung terjadinya arus 
penempatan yang efektif dan efisien;  
2) Pelaksanaan penempatan yang kurang bertanggung jawab;  
3) Kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah;  
4) Latar belakang budaya negara yang akan dituju yang berbeda. 
Dalam proses bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja 
dari satu negara dengan negara lain tentu akan terjadi suatu transformasi 
nilai, sehingga problema sosial dan hukum sering dihadapi oleh tenaga 
kerja pendatang. Berbagai permasalahan sering dihadapi oleh tenaga 
kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri demikian ini baik yang terjadi 
pada fase pra penempatan, selama penempatan maupun pasca 
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penempatan. Dalam setiap fase tersebut selalu terlibat segitiga pola 
hubungan yaitu tenaga kerja, pengusaha penempat tenaga kerja serta 
pemerintah selaku pembuat kebijakan. Khusus untuk hak-hak tenaga 
kerja yang penting adalah memperoleh jaminan perlindungan hukum 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat 
merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak 
yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama 
penempatan di luar negeri dan memperoleh jaminan perlindungan 
keselamatan dan keamanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 
tempat asal. 
Untuk memperkecil problema yang dihadapi para tenaga kerja di 
luar negeri serta melindungi harkat dan martabat tenaga kerja tersebut 
maka pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar 
negeri dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 merupakan jalan keluar, 
Pemerintah telah membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Balai tersebut diatur dengan 
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 
Pokok utama yang membahas tentang Balai Pelayanan 
perlindungan dan PenempatanTenaga Kerja Indonesia dijabarkan pada 
Pasal 23, 24 dan Pasal 25, yang hendak memberikan jaminan 
perlindungan, pelayanan dan penempatan tenaga kerja Indonesia. 
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Topik inilah yang akan menjadi kajian penulis untuk membahas 
secara rinci tentang tugas dan fungsi dari Balai Pelayanan Perlindungan 
dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh karena itu, penulis 
hendak mengangkat permaslahan dengan judul “ Fungsi dan Tugas 
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BP3TKI) di Kota Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang belakang tersebut diatas,  maka 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan Fungsi dan Tugas Balai Pelayanan 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BP3TKI) Kota 
Makassar dalam memberikan pelayanan perlindungan dan 
penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan Balai Pelayanan 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) 
Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini disamping untuk mempraktekkan cara berpikir 
ilmiah berdasarkan metodologi penelitian kemudian dituangkan dalam 
bentuk karya tulis ilmiah,  juga mempunyai tujuan sebagai berikut :  
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1. Untuk mengetahui secara lebih jelas dan luas tentang fungsi dan tugas 
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan Balai 
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(BP3TKI) Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian yang kelak akan dilakukan, besar harapan 
penelitian ini dapat memberikan kegunaan yang besar terhadap 
pengembangan kajian ketenaga kerjaan di Indonesia. Juga berguna 
secara teoretis dan praktis : 
1. Kegunaan Teoritis  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang 
berminat pada kajian-kajian ilmu hukum.Khususnya, kajian hukum 
ke tenaga kerjaan. 
2. Kegunaan Praktis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan 
kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan 
tentang ketenaga kerjaan, sehingga dalam memberikan 
perlindungan pelayanan dan penempatan tenaga kerja Indoensia 





A. Hukum Ketenagakerjaan Pada Umumnya 
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 
Pengertian hukum ketenagakerjaan sangat tergantung pada hukum 
positif masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau 
definisi mengenai hukum perburuhan (ketenagakerjaan) yang 
dikemukakan oleh para ahli hukum juga berlainan, terutama yang 
menyangkut keluasannya. Hal ini mengingat keluasan cakupan hukum 
perburuhan (ketenagakerjaan) di masing-masing negara juga berlainan. 
Disamping itu, perbedaan sudut pandang juga menyebabkan para ahli 
hukum memberikan definisi hukum perburuhan (ketenagakerjaan) yang 
berbeda pula. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi hukum 
perburuhan (ketenagakerjaan) oleh beberapa ahli. 
NEH van Esveld sebagaimana dikutip Iman Soepomo menegaskan 
hukum perburuhan (ketenagakerjaan) meliputi pula pekerjaan yang 
dilakukan oleh semua pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung 
jawab dan resiko sendiri.
1
 Dengan definisi seperti ini berarti yang 
dimaksudkan dengan hukum perburuhan (ketenagakerjaan) tidak hanya  
hukum yang bersangkutan dengan hubungan kerja, melainkan juga 
hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di luar hubungan kerja. 
                                                             
1 Iman Soepomo, “Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan–peraturan”, Jambatan, Jakarta, 1972, 
hal. 2. 
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Misalnya seorang dokter yang mengobati pasiennya, seorang pengacara 
yang membela kliennya, atau seorang pelukis yang menerima pesanan 
lukisan. 
Sementara itu Molenaar menegaskan bahwa hukum perburuhan 
(ketenagakerjaan) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada 
pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh 
dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.2 Definisi ini lebih 
menunjukkan pada latar belakang lahirnya hukum perburuhan 
(ketenagakerjaan). Sebab, pada mulanya selain mengenai perbudakan, 
baik orang yang bekerja maupun pemberi kerja bebas untuk menentukan 
syarat - syarat kerja, baik mengenai jam kerja, upah, jaminan sosial dan 
lainnya. Para pihak benar - benar bebas untuk membuat kesepakatan 
mengenai hal – hal tersebut. Kenyataannya orang yang bekerja (yang 
kemudian dalam hukum perburuhan (ketenagakerjaan) disebut 
buruh/pekerja) sebagai orang yang hanya mempunyai tenaga berada 
dalam kedudukan yang lemah, sebagai akibat lemahnya ekonomi mereka. 
Dalam kedudukan yang demikian ini sulit diharapkan mereka akan mampu 
melakukan Bargaining Power menghadapi pemberi kerja (yang kemudian 
dalam hukum ketenagakerjaan disebut majikan/pengusaha). Oleh karena 
itu, hadirlah pihak ketiga, yakni penguasa (pemerintah) untuk melindungi 
orang yang bekerja. Hal –hal yang disebutkan inilah yang merupakan 
embrio hukum perburuhan (ketenagakerjaan). Seberapa jauh campur 
                                                             
2 Ibid., hal. 7. 
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tangan pihak penguasa inilah yang ikut menentukan keluasan batasan 
hukum perburuhan. Di Indonesia peraturan mengenai Upah Minimum 
Regional/Upah Minimum Kabupaten merupakan contoh campur tangan 
pemerintah dalam melindungi buruh. Soetiksno, salah seorang ahli hukum 
Indonesia, memberikan definisi hukum perburuhan (ketenagakerjaan) 
sebagai berikut : 
“Hukum perburuhan (ketenagakerjaan) adalah keseluruhan 
peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang 
mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah 
pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan 
yang langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja tersebut”3. 
 
Dengan definisi tersebut paling tidak ada dua hal yang hendak 
dicakup yaitu: 
Pertama, hukum perburuhan (ketenagakerjaan) hanya mengenai 
kerja sebagai akibat adanya hubungan kerja. Berarti kerja di bawah 
pimpinan orang lain. Dengan demikian hukum perburuhan 
(ketenagakerjaan) tidak mencakup (1) kerja yang dilakukan 
seseorang atas tanggung jawab dan resiko sendiri, (2) kerja yang 
dilakukan seseorang untuk orang lain yang didasarkan atas 
kesukarelaan, (3) kerja seorang pengurus atau wakil suatu 
perkumpulan. 
Kedua, peraturan–peraturan tentang keadaan penghidupan yang 
langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja, diantaranya 
adalah : 
1. Peraturan-peraturan tentang keadaan sakit dan hari tua 
buruh/pekerja; 
2. Peraturan-peraturan tentang keadaan hamil dan melahirkan 
anak bagi buruh/pekerja wanita: 
3. Peraturan-peraturan tentang pengangguran; 
4. Peraturan-peraturan tentang organisasi-organisasi 
buruh/pekerja atau majikan/pengusaha dan tentang 
hubungannya satu sama lain dan hubungannya dengan pihak 
pemerintah dan sebagainya.4 
                                                             
3
 Soetiksno, “Hukum Perburuhan”, (tanpa penerbit), Jakarta, 1977, hal. 5. 
4 29 Ibid., hal. 6. 
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Iman Soepomo yang semasa hidupnya pernah menjabat sebagai 
guru besar hukum perburuhan (ketenagakerjaan) Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia memberikan definisi hukum perburuhan 
(ketenagakerjaan) sebagai berikut : 
“Hukum perburuhan (ketenagakerjaan) adalah himpunan peraturan, 
baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana 
seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”.5 
 
Mengkaji pengertian di atas, pengertian yang diberikan oleh Iman 
Dari unsur-unsur di atas, jelaslah bahwa substansi hukum perburuhan 
(ketenagakerjaan) hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan 
hukum seorang yang disebut buruh pekerja pada orang lain yang disebut 
majikan (bersifat keperdataan), jadi tidak mengatur hubungan hukum di 
luar hubungan kerja. Konsep ini sesuai dengan pengertian buruh/pekerja 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 butir 3 Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-undang 
Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang 
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
Batasan pengertian buruh/pekerja tersebut telah mengilhami para 
penulis sampai sekarang dalam memberikan batasan hukum perburuhan 
(ketenagakerjaan). Saat ini kondisinya telah berubah dengan intervensi 
pemerintah yang sangat besar dalam bidang perburuhan, sehingga 
kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah demikian luas 
tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja 
                                                             
5 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta, Jambatan, 1985, halaman 12. 
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saja, tetapi sebelum dan sesudah hubungan kerja. Konsep ini secara jelas 
diakomodasi dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.Soepomo tampak jelas bahwa hukum perburuhan 
(ketenagakerjaan) setidak-tidaknya mengandung unsur : 
a. Himpunan peraturan (baik tertulis dan tidak tertulis). 
b. Berkenaan dengan suatu kejadian/peristiwa. 
c. Seseorang bekerja pada orang lain. 
d. Upah. 
 
2. Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan 
Hukum perburuhan (ketenagakerjaan) merupakan spesies dari 
genus hukum umumnya. Berbicara tentang batasan pengertian hukum, 
hingga saat ini para ahli belum menemukan batasan yang baku serta 
memuaskan semua pihak tentang hukum, disebabkan karena hukum itu 
sendiri mempunyai bentuk serta segi yang sangat beragam. Ahli hukum 
berkebangsaan Belanda, J. van Kan, sebagaimana dikutip oleh Lalu 
Gusni, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan 
kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang 
dalam masyarakat.6  
Pendapat lainnya menyatakan bahwa hukum adalah serangkaian 
peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota 
masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah menjamin 
                                                             
6 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000., halaman 
13. 
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kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, menyebutkan 9 
(sembilan) arti hukum yakni :7 
1. Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang secara sistematis 
atas dasar kekuatan pemikiran, 
2. Disiplin, yakni sebagai sistem ajaran tentang kenyataan atau 
gejala-gejala yang dihadapi, 
3. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau 
perikelakuan yang pantas atau diharapkan 
4. Tata hukum, yakni struktur dan perangkat norma-norma yang 
berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk 
tertulis, 
5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang 
berhubungan erat dengan penegakan hukum (law inforcement 
officer), 
6. Keputusan penguasa, yakni hasil – hasil proses diskripsi, 
7. Proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara 
unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan, 
8. Sikap tindak yang ajeg atau perikelakuan yang teratur, yakni 
perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang 
bertujuan untuk mencapai kedamaian  
9. Jalinan nilai, yakni jalinan dari konsepsi tentang apa yang 
dianggap baik dan buruk. 
                                                             
7   Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, “Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum”, Alumni, Bandung, 
1986, halaman. 2-4. 
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Pendapat di atas menunjukkan bahwa hukum itu mempunyai 
makna yang sangat luas, namun demikian secara umum, hukum dapat 
dilihat sebagai norma yang mengandung nilai tertentu. Jika hukum dalam 
kajian ini dibatasi sebagai norma, tidak berarti hukum identik dengan 
norma, sebab norma merupakan pedoman manusia dalam bertingkah 
laku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa norma hukum merupakan 
salah satu dari sekian banyak pedoman tingkah laku selain norma agama, 
kesopanan dan kesusilaan. 
Dengan adanya batasan pengertian hukum perburuhan 
(ketenagakerjaan) yang telah disebutkan di atas, saat ini kondisinya telah 
berubah dengan intervensi pemerintah yang sangat besar dalam bidang 
perburuhan/ketenagakerjaan, sehingga kebijaksanaan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah sudah demikian luas tidak hanya aspek hukum yang 
berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi sebelum dan sesudah 
hubungan kerja. Konsep ini secara jelas diakomodasi dalam Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 telah disesuaikan dengan 
perkembangan reformasi, khususnya yang menyangkut hak 
berserikat/berorganisasi, penyelesaian perselisihan indutrial. Dalam 
undang-undang ketenagakerjaan ini tidak lagi ditemukan istilah buruh dan 
majikan,tapi telah diganti dengan istilah pekerja dan pengusaha. Dalam 
Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal ikhwal hal yang 
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 
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sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan 
tersebut dapat dirumuskan pengertian Hukum Ketenagakerjaan adalah 
segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik 
sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah 
hubungan kerja. Jadi, pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari 
hukum perburuhan yang selama ini dikenal sebelumnya yang ruang 
lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh 
dengan majikan dalam hubungan kerja saja 
 
3. Perkembangan Hukum Tentang Tenaga Kerja 
Dalam membicarakan perkembangan hukum tentang tenagakerja 
(hukum perburuhan) khususnya di Indonesia, uraian mengenai 
pertumbuhan dan perkembangannya tidak semata-mata dari undang-
undang dan peraturan lainnya mengenai perburuhan (tenaga kerja). 
Hukum perburuhan yang ada pada masa itu adalah hukum perburuhan 
asli Indonesia, yaitu hukum perburuhan adat dan hukum perburuhan yang 
dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hukum perburuhan adat 
sebagaimana hukum adat bidang-bidang lain, merupakan hukum tidak 
tertulis. Hukum perburuhan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda 
sebagian besar merupakan hukum tertulis.  
Hukum perburuhan adat yang karena bentuknya tidak tertulis, maka 
perkembangannya sulit diuraikan dengan penandaan tahun atau bulan. 
Pada kenyataannya pada masa sebelum Pemerintah Hindia Belanda, 
sudah ada orang yang memiliki budak. Kenyataan ini memberikan 
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indikator kepada kita, bahwa ada orang yang memberikan pekerjaan, 
memimpin pekerjaan, meminta pekerja dan ada orang yang melakukan 
pekerjaan. Meskipun secara hukum budak bukan merupakan subyek 
hukum, melainkan obyek hukum, namun faktanya budak melakukan 
sesuatu (pekerjaan) sebagaimana layaknya subyek hukum Budak 
mempunyai kewajiban melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah 
pemilik budak. Pemilik budak mempunyai hak untuk menerima pekerjaan, 
mengatur pekerjaan dan lain sebagainya. Akan tetapi, pemilik budak ini 
sama sekali tidak ada kewajiban yang sesungguhnya. Yang ada adalah 
“kewajiban moral” karena kebaikan hati saja seperti memberi makan, 
memberi pakaian dan perumahan (tempat tinggal) kepada budak. 
Meskipun pemberian itu pada akhirnya juga untuk pemilik budak sendiri, 
karena tanpa pemberian tersebut budak tidak dapat melakukan pekerjaan 
yang diberikan pemilik budak.  
Peraturan perundang-undangan yang ada, dari zaman Hindia 
Belanda sampai era reformasi sekarang ini sebenarnya sudah 
menyiapkan perangkat hukum yang mengatur mengenai kemungkinan 
menuju kehidupan ketenagakerjaan yang serasi dan seimbang, yaitu :8 
1) Undang-undang pada zaman Hindia Belanda; 
Pada abad ke 19 Pemerintah Hindia Belanda mulai ikut campur 
dalam mengatur masalah budak, meskipun dalam hal yang 
terbatas,misalnya : 
                                                             
8 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, 
hal. 19. 
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a. Peraturan tentang pendaftaran budak (1819); 
b. Peraturan tentang pajak atas pemilikan budak (1820); 
c.  Peraturan tentang larangan mengangkut budak yang masih 
anak-anak (1892), dan beberapa peraturan lainnya; 
d. Pada tahun 1954, perbudakan dinyatakan dilarang; 
e. Regeringsreglement Pasal 115 sampai dengan Pasal 117 yang 
kemudian menjadi Pasal 169 sampai dengan Pasal 171 
Indische Staatsregeling dengan tegas menetapkan bahwa 
paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di seluruh Indonesia 
(Hindia Belanda) harus dihapuskan. 
f. Selama dalam proses penghapusan perbudakan tersebut, oleh 
Pemerintah Hindia Belanda juga dikeluarkan beberapa 
peraturan mengenai perburuhan, baik peraturan yang khusus 
mengatur tentang masalah perburuhan maupun peraturan 
bidang lain, tetapi di dalamnya terdapat peraturan tentang 
perburuhan, misalnya Koeli ordonanties. 
g. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan 
Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 
(Staatblad 1847 nomor 13) dan dengan Staatblad 1879 nomor 
256 yang mulai berlaku 21 Agustus 1879, Pasal 1601 sampai 
dengan 1603 (lama) Burgerlijk Wetboek diberlakukan terhadap 
golongan bukan Eropa; 
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Pada awal abad ke 20 dikeluarkan peraturan-peraturan yang pada 
dasarnya mencontoh peraturan-peraturan yang berlaku di negeri Belanda, 
misalnya : 
a. Veiligheids Reglement; 
b. Reglement Stoomketels; 
c. Mijnwetgeving; 
d. Peraturan tentang pembatasan kerja anak-anak dan wanita di 
waktu malam (Staatblad 1925 nomor 647); 
e. Peraturan tentang ganti kerugian bagi buruh yang mendapat 
kecelakaan (Ongevallen Regeling tahun 1939); 
f. Peraturan tentang ganti kerugian bagi pelaut yang mendapat 
kecelakaan (Schepen Ongevallenregelin tahun 1940); 
g. Peraturan yang membatasi tenaga kerja asing (Crisis 
Ordonantie Vreemdelingenarbeid Staatsblad tahun 1935 nomor 
426 juncto Staatsblad tahun 1940 nomor 573); 
h. Peraturan mengenai pengawasan khusus terhadap hubungan-
hubungan hukum antara majikan dengan buruh (hubungan 
kerja), yaitu Bijzondertoezicht op de rechtsverhoudingan tussen 
wergevers en aebeiders, Staatsblad tahun 1940 nomor 569, 
yang berlaku surut mulai 10 Mei 1940. 
i. Undang-undang Gangguan Tahun 1927. 
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2) Undang-undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 ayat (2), yang 
berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 33 : 
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas 
kekeluargaan. 
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 
c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
3) Undang-undang No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan; 
4) Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Program Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja; 
5) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 
6) Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh; 
7) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial; 
8) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri; 
9) Konvensi I.L.O No. 120 Mengenai Higene Dalam Perniagaan dan 
Kantor-kantor; 
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10) Peraturan perundang-undangan lainnya yang meratifikasi Konvensi 
Organisasi Perburuhan Internasional (Internasional Labour 
Organization). 
 
4. Fungsi Hukum Ketenagakerjaan 
Secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum 
Imperatif (dwingend recht atau hukum memaksa) dan hukum 
Fakultatif (regelend recht atau aanvulend recht atau hukum 
tambahan). Menurut Budiono Abdul Rachmad, bahwa hukum 
imperatif adalah hukum yang harus ditaati secara mutlak, sedangkan 
hukum fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampingkan 
(biasanya menurut perjanjian)9 
Dari segi ini, yakni sifatnya, sebagian besar hukum 
perburuhan bersifat imperatif. Kenyataan ini sesuai dengan fungsi 
dan tujuan hukum perburuhan, yaitu : 
1) Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam 
bidang ketenagakerjaan; 
2) Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak 
terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat atau 
menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar 
pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para 
tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.4110 
                                                             
9
  Abdul Rachmad Budiono, op.cit, hal. 9. 
10  Manulang Sendjun H, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, 
Jakarta, 1995, hal. 2. 
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Tanpa hukum yang bersifat imperatif, yang biasanya 
dinyatakan dengan perkataan harus, wajib, tidak boleh, tidak dapat, 
dilarang, maka tujuan tersebut sulit untuk dicapai. Sebagai contoh 
hukum perburuhan yang bersifat imperatif dapat disebutkan sebagai 
berikut : 
Kadang-kadang juga sulit menyertakan sanksi terhadap 
keharusan atau larangan yang terdapat dalam hukum perburuhan, 
misalnya : di dalam Pasal 399 Wetboek van Koophandel (Kitab 
Undang-undang Hukum Dagang) ditegaskan bahwa perjanjian kerja 
antara pengusaha dengan seorang buruh yang berlaku sebagai 
nakhoda atau perwira kapal harus dibuat secara tertulis, dengan 
ancaman kebatalan. Dari klausula ini dapa diartikan bahwa jika 
perjanjian kerja antara pengusaha dengan nakhoda atau perwira 
kapal dibuat tidak tertulis, maka perjanjian kerja tersebut batal demi 
hukum. Tujuan diadakannya keharusan bentuk tertulis untuk 
perjanjian kerja yang demikian itu (sering disebut perjanjian kerja di 
laut) adalah supaya hak buruh terlindungi sebab ada kepastian 
hukum. 
Akan tetapi sesungguhnya ancaman kebatalan tersebut 
berlebihan, sebab dalam keadaan tertentu justru merugikan nakhoda 
atau perwira kapal yang bersangkutan. Misalkan seorang pemilik 
kapal mengadakan perjanjian kerja dengan seorang nakhoda secara 
lisan. Si nakhoda sudah berlayar beberapa bulan, kalau ternyata 
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perjanjian kerjanya batal, maka si nakhoda tidak pernah 
berkedudukan sebagai buruh. Artinya ia tidak memperoleh 
perlindungan dari hukum perburuhan. Meskipun dalam Pasal 402 
KUHD kedudukan nakhoda yang sudah terlanjur bekerja tersebut 
dijamin dalam hal keuangan, yakni ia diberikan ganti kerugian yang 
besarnya sama dengan upah yang lazim untuk pekerjaan yang telah 
dilakukan, tetapi ganti kerugian tidak mempunyai hak preferensi (hak 
untuk didahulukan pembayarannya) sebagaimana upah. 
Selain bersifat hukum imperatif dan hukum fakultatif, hukum 
ketenagakerjaan juga bersifat privat (perdata) dan bersifat publik11 
Dikatakan bersifat privat (perdata) oleh karena sebagaimana 
kita ketahui bahwa hukum perdata mengatur kepentingan orang per 
orangan,dalam hal ini antara tenaga kerja dan pengusaha, yaitu di 
mana mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut dengan 
perjanjian kerja. Sedangkan mengenai hukum perjanjian sendiri 
diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke III. Di 
samping bersifat perdata, juga bersifat publik (pidana), oleh karena : 
1) Dalam hal-hal tertentu negara atau pemerintah turut campur 
tangan dalam masalah-masalah ketenagakerjaan, misalnya 
dalam masalah pemutusan hubungan kerja, dalam masalah 
upah dan lain sebagainya. 
                                                             
11 Manulang Sendjun H, op.cit, hal. 2. 
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2) Adanya sanksi-sanksi atau aturan-aturan hukum di dalam 
setiap undang-undang atau peraturan perundang-undangan di 
bidang ketenagakerjaan. 
Di samping keharusan atau kewajiban dengan ancaman 
kebatalan, ada pula keharusan atau kewajiban dalam hukum 
perburuhan dengan ancaman pidana, misalnya : 
1) Ancaman pidana terdapat di dalam Undang-undang No. 3 
Tahun 1992. Dalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa 
program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud 
Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga 
kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja 
sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 
2) Kemudian di dalam Pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa 
barang siapa tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Ancaman pidana yang tertuang di dalam pasal ini sangatlah 
tepat, sebab akan membantu keefektifan kewajiban-kewajiban yang 
ditetapkan oleh undang-undang kepada pengusaha.  
Hukum perburuhan yang bersifat fakultatif adalah Pasal 1602k 
yang berbunyi: Jika tempat pembayaran upah tidak ditetapkan dalam 
persetujuan atau reglemen atau oleh kebiasaan, maka pembayaran 
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itu harus dilakukan, baik di tempat di mana pekerjaan lazimnya 
dilakukan, maupun di kantornya si majikan, jika kantor itu terletak di 
tempat di mana tinggal jumlah terbanyak dari para buruh, ataupun di 
rumah si buruh, satu dan lain terserah majikan. Inti yang hendak 
ditunjuk oleh pasal ini adalah sebagai berikut : 
1) Majikan dan buruh bebas menjanjikan tempat dilakukannya 
pembayara upah; 
2) Jika mereka tidak menjanjikannya, maka tempat dilakukannya 
pembayaran upah adalah tempat yang disebutkan oleh pasal 
tersebut. Artinya pasal tersebut dapat disimpangi dengan 
perjanjian. 
Ketentuan seperti ini tidak banyak di dalam hukum 
perburuhan. Adanya undang-undang dan Peraturan Pemerintah 
lainnya dalam praktek ketenagakerjaan adalah kebutuhan yang tidak 
dapat ditunda. Atas kekuatan undang-undanglah pejabat-pejabat 
Departemen Tenaga Kerja atau Departemen Kesehatan, serta 
pejabat lainnya yang terkait dapat melakukan pengawasan dan 
memaksakan segala sesuatunya yang diatur oleh Undang-undang 
atau peraturan-peraturan itu kepada perusahaan-perusahaan. 
Apabila peringatan tidak dihiraukan, maka atas kekuatan undang-
undang pula diterapkan sangsi-sangsi menurut undang-undang pula. 
Sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan 
mengenai ketenagakerjaan adalah mengadakan perlindungan 
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terhadap tenaga kerja, maka sifat aturan-aturan dalam undang-
undang tersebut adalah memaksa dengan ancaman pidana. Dalam 
pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan 
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap tenaga 
kerja (tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan) untuk 
memperoleh pekerjaan, dan memberikan perlakuan yang sama 
tanpa diskriminasi kepada pekerja. Pasal 108 undang-undang 
tersebut mewajibkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk 
memperleh perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja, 
moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai denga harkat dan 
martabat manusia serta nilai-nilai agama.12 
Di samping itu dalam Pasal 109 undang-undang tersebut 
menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan 
yang layak bagi kemanusiaan dan untuk itu pemerintah menetapkan 
perlindungan pengupahan bagi pekerja. Dalam Pasal 116 undang-
undang tersebut diatur tentang kesejahteraan, di mana untuk 
meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, 
pengusaha menyediakan fasilitas kesejahteraan dengan 
memperhatikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. 
Juga setiap tenaga kerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam Pasal 117 undang-
                                                             
12 Kansil dan Christine, Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Buku 
Kesatu, hal. 15. 
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undang tersebut. Perlindungan yang lain, khususnya terhadap 
tenaga kerja perempuan diatur dalam Pasal 104, 105, 106 dan 107 
Undang-undang No. 25 Tahun 1997, yaitu tentang cuti haid, 
kesempatan menyusui bayinya, cuti hamil dan cuti melahirkan, cuti 
gugur kandungan, penyediaan fasilitas untuk menyusu bayinya serta 
larangan untuk mempekerjakan pekerja pada hari-hari libu resmi. 
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan penjagaan agar 
buruh (tenaga kerja) melakukan pekerjaan yang layak bagi 
kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pihak majikan yang 
hendak memeras tenaga buruh, tetapi juga ditujukan terhadap buruh 
itu sendiri, dimana dan bilamana buruh misalnya hendak 
memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan 
jasmani dan rohaninya. 13 
Dari literatur-literatur yang ada, maupun peraturan-perauran 
yang telah dibuat oleh banyak negara, keselamatan dan kesehatan 
kerja dimaksudkan untuk: 
1) perlindungan bagi buruh terhadap pemerasan (ekploitasi) 
tenaga buruh oleh majikan, misalnya untuk mendapat tenaga 
yang murah, mempekerjakan budak, pekerja rodi, anak dan 
wanita untuk pekerjaan yang berat dan untuk waktu yang 
tidak terbatas; 
                                                             
13 Iman Soepomo, op.cit, hal. 145. 
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2) memperingankan pekerjaan yang dilakukan oleh para budak 
dan para pekerja rodi (perundangan yang pertama-tama 
diadakan di Indonesia); 
3) membatasi waktu kerja bagi anak sampai 12 jam ( di Inggris, 
tahun 1802, The Health and Morals of Apprentices Act). 
Keselamatan dan kesehatan kerja dapat dibedakan antara 
perlindungan terhadap pemerasan sebagai perlindungan sosial, 
dengan kesehatan kerja dan perlindungan terhadap bahaya 
kecelakaan sebagai perlindungan teknis atau keamanan kerja 
(safety). Perlindungan terhadap pemerasan sebagai perlindungan 
sosial meliputi : kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap 
pekerja, perlindungan terhadap pekerja anak, orang muda dan 
perempuan, perlindungan terhadap waktu kerja dan waktu istirahat 
bagi pekerja, perlindungan atas moral, kesusilaan dan perlakuan 
yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
agama, perlindungan terhadap pengupahan dan jaminan sosial 
tenaga kerja. Perlindungan terhadap bahaya kecelakaan sebagai 
perlindungan teknis atau keamanan kerja meliputi : perlindungan 
terhadap kecelakaan kerja (keselamatan kerja), perlindungan 
terhadap kesehatan kerja, perlindungan terhadap hygiene 
perusahaan.14 
 
                                                             
14 Iman Soepomo, op.cit, hal. 145. 
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B. Konsep Fungsi dan Tugas 
Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang 
harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau 
pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat 
berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. 
Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci 
yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. 
Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan 
konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.  
Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan 
yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan 
Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi 
menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah 
tugas pokok.  
1. Tugas Pokok  
Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan 
sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan 
yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan 
sesuatu demi mencapai suatu tujuan. 
Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam 
moekijat (1998:9), “The Term Task is frequently used to describe one 
portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan 
28 
satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone 
dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa “A task is a specific 
work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas 
merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu).  
Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu 
kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & 
Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah 
kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. 
Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau 
satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah 
gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu 
kegiatan yang lengkap”.  
Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa 
tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama 
dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang 
memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan 
atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.  
 
2. Fungsi  
Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 
merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang 
dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The 
Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian 
29 
Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat 
Pemerintah Kota Makassar”,2008), Fungsi merupakan sekelompok 
aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, 
pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki 
persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining 
Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis 
atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang 
pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas 
sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat 
dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal 
(2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu 
tugas tertentu. 
Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan 
fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan 
fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang 
dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling 
berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk 
mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. 
David F. Smith dalam Gibson, Ivancevich, dan Donelly (1993:37) 
menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam 
hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa :  
“Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, 
yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, 
dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan 
keefektifan sosial dan psikologis pegawai. Pekerjaan dapat menjadi 
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sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik 
terhadap seorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu 
dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, 
harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan 
hubungan dengan orang lain”. 
 
Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa 
pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan 
sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. 
Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya 
secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai 
merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam 
jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan 
tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan 
efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya 
awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis 
pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai 
berhubungan dengan pekerjaan. 
 
C. Fungsi Dan Tugas Pemerintah Dalam Teori Negara 
Kesejahteraan Modern 
Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.15 Artinya, 
negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. 
Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam 
perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok 
negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. 
                                                             
15  Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih bahasa oleh : Soemardi. 
Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung, h. 225. 
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Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate atau 
negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara 
kesejahteraan ini merupakan  pengaruh dari faham sosialis yang 
berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol 
perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis. 
Dalam perspektif hukum, menurut Wilhelm Lunstedt berpendapat : 
“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the 
condition which make possible peaceful co-existence of masses of 
individuals and social groups and the coorporation for other ends than 
more existence and propagation”.16  
Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan 
bahwa untuk mencapai Social Welfare, yang pertama harus diketahui 
adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan 
peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunsteds 
mengenai  social welfare  ini hampir sama dengan pendapat Roscou 
Pound,17 namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual 
keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan 
mengembangkannya secara layak. 
Melihat pandangan mengenai social welfare  tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum 
untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, 
sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan 
                                                             
16 Soetiksno, 1976, Filsafat Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 88. 
17 Ibid. , h. 9-10. 
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pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-
rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-
kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, 
keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.18 
Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai 
jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen 
Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat 
merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut 
Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud 
diwujudkan dalam perlindungan atas, “The risk of unemployment, 
accident,  ilness, old age, and death of the breadwinner must be covered 
largely  through welfare provisions of the state”.19 Selanjutnya C.A. Kulp 
dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, 
yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko 
khusus.20 
Di Indonesia, konsepsi ini dikenal dengan penciptaan stabilitas 
nasional yang mantap dan dinamis dalam setiap tahap dan proses 
pembangunan, dan usaha menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat. Hal ini merupakan alat untuk mencapai tujuan negara 
sebagaimana tercantum dalam konstitusi Negara. Di Indonesia, 
implementasi fungsi ini sejak orde baru diperkenalkan dengan rangkaian 
                                                             
18 Ibid 
19 Gianfranco Poggi,  The Development of the Modern  State “Sosiological Introduction, (California: Standford 
University Press, 1992), h. 126. 
20 Sentanoe Kertonegoro, 1987, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II . Mutiara Sumber 
Widya, Jakarta, h. 7. 
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program-program pembangunan melalui rencana pembangunan lima 
tahun.21 
Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat 
digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang 
mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan 
agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat 
digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia 
untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara  demi mencapai 
kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga  ketika keinginan tersebut 
telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut 
harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam 
konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham 
Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh  para Perintis 
Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia 
bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara 
Kesejahteraan” (walvaarstaat) bukan “Negara Penjaga Malam” 
(nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan 
Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.22 
Prinsip  Welfare State dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya 
                                                             
21 Marwati Riza. 2009 Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. As Publishing. Makassar. 
hal. 72 
22 M. Yamin, 1959, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, 
Jakarta, h.  299. 
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dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial 
ekonomi. 
Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam UUDNRI Tahun 
1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut 
sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) dan bahkan konstitusi 
sosial (social constitution) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi 
Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, 
Suriah dan Hongaria.23 Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut 
corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh 
corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara 
sosialis.24 
Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus 
Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian 
dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah  (fakir 
miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, 
kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan flatform  sistem 
perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya 
Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara 
Kesejahteraan"  (welfare state)  dengan model “Negara Kesejahteraan 
Partisipatif” (participatory welfare state)  yang dalam literatur pekerjaan 
sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau  welfare 
pluralism. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian 
                                                             
23 Ibid, h. 135. 
24 Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, h.124 
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dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan 
sosial  (sosial security),  meskipun dalam operasionalisasinya tetap 
melibatkan masyarakat.25 Sedangkan menurut Mubyarto, Kedua pasal 
tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar 
disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya 
Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya 
Kesejahteraan Sosial. 
 
D. Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
1. Aspek Hukum Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
Diatur dalam Pasal 9 Huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri bahwa setiap calon TKI/TKI diwajibkan untuk melaporkan 
kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 
Kewajiban untuk melaporkan kedatangan bagi TKI yang bekerja pada 
pengguna perseorangan dilakukan oleh PPTKIS. 
Pasal 58 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi 
Republik Indonesia Nomor Kep- 104 A/MEN/2002 menyebutkan bahwa 
PJTKI wajib bertanggung jawab atas perlindungan dan pembelaan 
terhadap hak dan kepentingan TKI di luar negeri. Dalam pelaksanaan 
perlindungan dan pembelaan TKI, PJTKI baik sendiri-sendiri atau 
bersama-sama wajib menunjuk atau bekerja sama dengan Lembaga 
Perlindungan TKI yang terdiri dari Konsultan Hukum dan atau Lembaga 
                                                             
25 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, Teks 9 Januari 
2008, h. 34 
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Asuransi di negara penempatan TKI sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku di negara yang bersangkutan 
Ketentuan tentang masa penempatan TKI dari kedua peraturan 
perundangan di atas memperlihatkan, bahwa ketentuan sebagaimana 
diatur dalam UU PPTKI hanya bersifat administratif semata, sedangkan 
ketentuan yang ada dalam Kep-104 A/MEN/2002 memberikan 
perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan kepentingan TKI di luar 
negeri. Hal ini mengingat justru masa penempatan inilah, TKI banyak 
mengalami masalah, baik permasalahan antara TKI dengan 
majikan/pengguna, maupun dengan PPTKIS yang tidak memenuhi 
kewajibannya seperti yang tercantum  dalam perjanjian penempatan. 
 
2. Aspek Hukum Ketenagakerjaan Setelah Penempatan 
Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
disebutkan bahwa Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib 
melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di 
negara tujuan. Kepulangan TKI dapat terjadi : 
a. Berakhirnya perjanjian kerja; 
b. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja 
berakhir; 
c. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di Negara 
tujuan; 
d. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisanya 
menjalankan pekerjaan lagi; 
e. Meninggal dunia di negara tujuan; 
f. Cuti; 
g. Dideportasi oleh pemerintah setempat. 
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Menurut Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 39 
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri, Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba 
di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI dalam 
hal : 
a. Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI; 
b. Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam 
kepulangan; 
c. Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan 
adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak betanggung jawab dan 
dapat merugikan TKI dalam kepulangan. 
 
Menurut Pasal 63 Ayat (1), (2), (3) Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-104 A/MEN/2002, 
PJTKI bekerjasama dengan Mitra Usaha dan Perwalu wajib mengurus 
kepulangan TKI sampai di Bandara di Indonesia, dalam hal : 
a. Perjanjian kerja telah berakhir dan tidak memperpanjang 
perjanjian kerja; 
b. TKI bermasalah, sakit atau meninggal dunia selama masa 
perjanjian kerja sehingga tidak dapat menyelesaikan perjanjian 
kerja; 
c. PJTKI harus memberitahukan jadwal kepulangan TKI kepada 
Perwakilan RI di negara setempat dan Direktur Jenderal selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal kepulangan; 
d. Dalam mengurus kepulangan TKI, PJTKI bertanggung jawab 
membantu menyelesaikan permasalahan TKI dan mengurus serta 
menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau 
meninggal dunia. 
 
Salah satu masalah yang terjadi berkaitan dengan kepulangan TKI 
itu adalah persoalan keamanan dalam negeri sampai di Bandara Tanah 
Air. Karena itu ketentuan UU PPTKI mengatur pemberian upaya 
perlindungan bagi TKI terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak lain 
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yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam 
kepulangan. 
3. Perlindungan Hukum Terhadap TKI 
Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum . Istilah Hak 
Asasi Manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak 
kodrat, hak-hak dasar manusia, natural rights, human rights fundamental 
rights, gronrechten, mensenrechten, rechten van den mens, dan 
fundamental rechten. Menurut Philipus M hadjon, di dalam hak (rights), 
terkandung adanya suatu tuntutan claim.26 
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 77 Ayat (1) bahwa 
Setiap calon TKI/TKI mempuyai hak untuk memperoleh perlindungan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian 
perlindungan TKI telah disebutkan dalam Pasal 1 Angka 4, yang dimaksud 
dengan perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi 
kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan 
hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan., baik 
sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Perlindungan TKI yang dimaksud 
pada ayat (1) tersebut dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa 
penempatan, sampai dengan purna penempatan. 
Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 
diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik 
                                                             
26 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, UGM Press, Yogyakarta, 2005, hal 33-34. 
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yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis 
maupun tidak tertulis.27 Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai 
suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat 
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 
kedamaian.28 
Perlindungan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah 
perlindungan terhadap hak-hak calon TKI/ TKI yang wajib diberikan oleh 
pemerintah maupun oleh PPTKIS terhadap TKI dari masa pra 
penempatan, masa penempatan, sampai kembali lagi ke Indonesia (masa 
purna penempatan). Penulis berpendapat bahwa, pemerintah wajib 
memberikan perlindungan hukum tersebut sebagai timbal balik/ balasan 
terhadap jasa-jasa para TKI karena bagaimanapun mereka telah 
memberikan sumbangsih berupa devisa negara. 
 
4. Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan 
Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada calon 
TKI sebelum diberangkatkan (pra penempatan) menurut UU No 39 Tahun 
2004 antara lain : 
Pasal 4 
Orang perseorangan dilarang menempatkan WNI untu bekerja 
di luar negeri. Dicantumkan dalam penjelasan Pasal 4 bahwa 
menempatkan WNI dalam Pasal ini mencakup perbuatan 
dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau 
memberangkatkan WNI untuk bekerja pada pengguna di luar 
                                                             
27 Y. S Amran Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 1997. 
28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. 
 
40 
negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang 
bersangkutan. 
Pasal 12 
Perusahaan yang akan menjadi PPTKIS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis 
berupa SIPPTKI dari Menteri. 
 
Pasal 17 Ayat (1) 
PPTKIS wajib menambah biaya keperluan penyelesaian 
perselisihan atau sengketa calon TKI/ TKI apabila deposito 
yang digunakan tidak mencukupi. 
 
Pasal 19 
PPTKIS dilarang mengalihkan atau memidahtangankan 
SIPPTKI kepada pihak lain. Dicantumkan dalam penjelasan 
Pasal 19 bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan atau 
memindahtangankan SIPPTKI adalah yang dalam praktek 
sering disebut dengan istilah “jual bendera” atau “numpang 
proses”. Apabila hal ini ditolerir, akan membuat kesulitan untuk 
mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi 
permasalahan terhadap TKI 
 
.Pasal 20 
a) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penampatan 
TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI 
ditempatkan. Dijelasakan dalam penjelasan Pasal 20 Ayat 
(1) ini bahwa Pembentukan perwakilan dapat dilakukan 
secara bersama-sama oleh beberapa pelaksana 
penempatan TKI swasta. 
b) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan 
hukum yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibentuk 




a) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus 
melalui Mitra Usaha di negara tujuan. Dijelaskan dalam 
penjelasan Pasal 24 Ayat (1) ini bahwa Pengguna 
perseorangan dalam Pasal ini adalah orang perseorangan 
yang mempekerjakan TKI pada pekerjaan-pekerjaan antara 
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lain sebagai piñata laksana rumah tangga, pengasuh bayi 
atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi, tukang 
kebun/taman. Pekerjaan-pekerjaan tersebut biasa disebut 
sebagai pekerjaan di sektor informal. 
b) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan 
peraturan perundangan di negara tujuan  
 
Pasal 26 Ayat (1) 
Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat 
menempatkan TKI di luar negeri, untuk kepentingan 
perusahaan sendiri atas izin tertulis dari Menteri. 
 
Pasal 30 
Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada 
jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-
nilai kemanusiaan dan kesusilaan serta peraturan perundang-
undangan, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan atau di 
negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27. 
 
Pasal 32 Ayat (1) 
Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan 
perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. 
 
Pasal 33 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau 
memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan 
perekrutan calon TKI.  
 
Pasal 34 Ayat (3) 
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang 
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan 




Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta 
wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi 
persyaratan: 
a) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun 
kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada 
Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 ( 
dua puluh satu) tahun. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 
35 huruf a bahwa Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada 
Pengguna perseorangan selalu mempunyaihubungan 
personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat 
mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan 
yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, 
maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-
betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan 
demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat 
diminimalisasi. 
b) Sehat jasmani dan rohani; 
c) Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja 
perempuan; dan 
d) Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat. 
 
Pasal 38 Ayat (2) 
Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 




Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan 
calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja. 
 
Pasal 46 
Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan 
dilarang untuk dipekerjakan. 
 
Pasal 50 
Pelaksana penempatatan TKI swasta dilarang menempatkan 




untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus 
memiliki dokumen yang meliputi : 
a) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terkahir, akte 
kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 
b) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah 
menikah melampirkan copy buku nikah; 
c) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau 
izin wali; 
d) Sertifikat kompetensi kerja; 
e) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil hasil 
pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 
f) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; Visa 
kerja; 
g) Perjanjian penempatan kerja; 
h) Perjanjian kerja, dan 
i) KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) 
 
Pasal 58  
Ayat (1) 
Perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian 
kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada 
Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.  
Ayat (2) 
Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi 
tanggungjawab pelaksana penempatan TKI swasta. 
 
Pasal 62 Ayat (1) 
Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki 
dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. KTKLN 
sebagai tanda atau identitas bahwa TKI tersebut telah 




Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan 
calon TKI yang tidak memiliki KTKLN. 
 
Pasal 67 
a) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib 
memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi 
persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2). 
b) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan 
setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan 
Republik Indonesia di negara tujuan. 
c) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat 
pemeriksaan imigrasi yang terdekat 
 
Pasal 68 
a) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan 
TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program 
asuransi. 
b) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri 
 
1) Pasal 69 ayat (1) 
Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI 
yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan 
akhir pemberangkatan. 
 
2) Pasal 70 Ayat (3) 
Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI 
swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan 
manusiawi. 
 
5. Perlindungan Hukum Masa Penempatan 
Pasal 71 
1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada 
Perwakilan Republik Indonesia di negera tujuan. 
2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna 




Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKII 
yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan 
ditandatangani TKI yang bersangkutan. Misal, X dalam perjanjian 
kerja akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. 
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Nnamun ketika berada di negara tujuan, ternyata X dipekerjakan 
sebagai Pegawai Seks Komesial. 
Pasal 80 Ayat (1) 
1) Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum 
dan kebiasaan internasional. 
2) Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan 
perjanjian kerja dan/ atau peraturan perundang-undangan di 
negara TKI ditempatkan. 
 
6. Perlindungan Hukum Purna Penempatan 
Pasal 73 Ayat (2) 
Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana 
dimaksud pada 73 ayat (1) huruf e, pelaksana penampatan TKI 
berkewajiban: 
1) Memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya 
paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak 
diketahuinya kematian tersebut; 
2) Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan 
memberikannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia 
dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan; 
3) Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang 
layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, 
termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama 
TKI yang bersangkutan; 
4) Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas 
persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku de negara yang bersangkutan; 
5) Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI 
untuk kepentingan anggota keluarganya; dan 
6) Mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya 
diterima. 
 
Pasal 73 Ayat (3) 
Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan 
deportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf c  
dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional 
Penempatan kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI 
 
Pasal 75 
1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal 
menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI. 
2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi hal: 
46 
a) Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI; 
b) Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam 
kepulangan; dan 
c) Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari 
kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak 




Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk 




Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara 
perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana 
penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan 
perlindungan TKI. 
 
7. Sanksi Hukum 
a. Sanksi Hukum Administratif 
Pasal 100 menyebutkan bahwa : 
1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran 
terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 32 ayat (1), Pasal 
33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), 
Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat 
(2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), 
Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, atau Pasal 
105.29 
2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersebut dapat berupa : 
a) Peringatan tertulis; 
b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan 
usaha penempatan TKI; 
c) Pencabutan izin; 
d) Pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau  
e) Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri. 
                                                             
29 A. Hakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya, 
Bandung, 2003, hal 61-62 
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3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrative 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Menteri.  
 
Merupakan suatu pelanggaran apabila bertentangan dengan 
ketentuan pasal-pasal berikut ini : 
Pasal 12 : 
Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat 
izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.  
 
Pasal 17 ayat (1) :  
Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menambah biaya 
keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI 
apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi./kota. 
 
Pasal 49 Ayat (1) : 
Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan 
psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan 
lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi, yang 
ditunjuk oleh Pemerintah. 
 
Pasal 54 Ayat (1) : 
Pelaksana Pasal 20 : 
Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI 
swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan. 
Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan. 
 
Pasal 32 Ayat (1) : 
Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan 
perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. 
 
Pasal 33 : 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau 
memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan 
perekrutan calon TKI. 
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Pasal 34 Ayat (3) : 
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tentang tata 
cara perekrutan; dokumen yang diperlukan; hak dan kewajiban 
calon TKI/TKI; situasi, kondisi, dan resiko di Negara tujuan; dan tata 
cara perlidungan bagi TKI. Penyampaian informasi tersebut wajib 
mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana 
penempatan TKI swasta. 
 
Pasal 38 Ayat (2) : 
Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupatenpenempatan TKI swasta wajib 
melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi 
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
 
Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3) : 
Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI 
yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian kerja 
ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan. 
 
Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) : 
Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan 
perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat 
berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan. 
Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung 
jawab pelaksana penempatan TKI swasta. 
 
Pasal 62 ayat (1) : 
Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen 
KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 
 
Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) : 
Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke 
luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan 
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perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
ayat (2). 
Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap 
keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di 
negara tujuan. 
Pasal 69 ayat (1) : 
Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI 
yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir 
pemberangkatan. 
 
Pasal 71 : 
Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan 
Republik Indonesia di negara tujuan. Kewajiban untuk melaporkan 
kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang 
bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana 
penempatan TKI swasta. 
 
Pasal 72 : 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI 
yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI 
yang bersangkutan. 
 
Pasal 73 ayat (2) : 
Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI 
berkewajiban : 
a) Memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya 
paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak 
diketahuinya kematian tersebut; 
b) Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan 
memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik 
Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan; 
c) Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang 
layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, 
termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI 
yang bersangkutan; 
d) Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas 
persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di negara yang bersangkutan; 
e) Memberkan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk 
kepentingan anggota keluarganya; dan 
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f) Mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya 
diterima. 
 
Pasal 74 ayat (1) : 
Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan 
kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia Negara 
tujuan. 
 
Pasal 76 ayat (1) : 
Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan 
biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya: 
a) Pengurusan dokumen jati diri; 
b) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan 
c) Pelatihan kerja dan sertipikat kompetensi kerja. 
 
Pasal 82 : 
Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan 
perjanjian penempatan. 
 
Pasal 105 : 
TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada 
instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia. 
 
Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 
100 ayat (2) di atas, berupa : peringatan tertulis; penghentian sementara 
sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI; pencabutan izin; 
pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau pemulangan TKI dari luar 
negeri dengan biaya sendiri, diatur dalam Peraturan Menteri. Oleh karena 
Peraturan Menteri tersebut belum dibuat, maka dalam Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja Transmigrasi No. Kep- 104A/MEN/2002 Tentang 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Bab VIII mengenai 
Sanksi adalah sanksi administratif kepada PJTKI berupa : teguran tertulis; 
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penghentian kegiatan sementara (skorsing); dan pembatalan/pencabutan 
SIUP-PJTKI. Sanksi administrative kepada Calon TKI/TKI berupa : 
pembatalan keberangkatan Calon TKI; pemulangan TKI dari luar negeri 
dengan biaya sendiri; pelarangan bekerja ke luar negeri/black list, dan 
pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pelaksana penempatan 
sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep- 104 
A/MEN/2002 Teguran tertulis dijatuhkan kepada PJTKI apabila  
a) Tidak melaksanakan penempatan dengan menerapkan sistem 
informasi on line; atau 
b) Tidak memasang papan nama perusahaan; atau 
c) Tidak melaporkan perubahan alamat Kantor PJTKI, atau 
perubahan Komisaris dan atau Direksi PJTKI; atau 
d) Tidak melakukan kegiatan penempatan selama 6 (enam) bulan; 
atau  
e) Tidak melaporkan keberadaan Perwalu; atau 
f) Tidak mendaftarkan Mitra Usaha dan atau Pengguna pada 
Perwakilan RI di negara setempat; atau 
g) Tidak melaporkan kawasan negara tujuan penempatan yang 
dipilihnya untuk TKI yang terkena Kendali Alokasi TKI; atau 
h) Tidak melaporkan perjanjian kerjasama dengan BLK atau 
Lembaga Pelatihan lainnya; atau 
i) Tidak memberitahukan keberangkatan TKI kepada Pengguna, 
Mitra Usaha, Perwakilan RI dan Perwalu; atau  
j) Tidak melaporkan TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau 
meninggal dunia selama penempatan; atau 
k) Tidak melaporkan kepulangan TKI. 
 
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep- 104 
A/MEN/2002, PJTKI yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis 
sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender dan 
melakukan kembali kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
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ayat (1) pada tahun kalender berikutnya, dikenakan sanksi teguran 
pertama pada tahun yang bersangkutan. Disebutkan dalam Pasal 84 Ayat 
(1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Republik Indonesia 
Nomor Kep- 104 A/MEN/2002 Penghentian kegiatan sementara (skorsing) 
dijatuhkan kepada PJTKI, apabila : 
a) Tidak memenuhi kewajiban menyetor kembali deposito yang 
telah dicairkan; atau  
b) Memberikan kewenangan berdasarkan SIUP-PJTKI yang 
dimilikinya kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan 
penempatan TKI; atau  
c) PJTKI atau Kantor Cabang melakukan rekrut melalui lembaga 
atau perseorangan yang tidak memiliki kewenangan atau ijin 
sebagai rekruter atau penyedia tenaga kerja; atau 
d) Kantor Cabang melakukan kegiatan secara langsung dengan 
Mitra Usaha dan atau Pengguna; atau  
e) Menempatkan TKI di luar kawasan negara tujuan penempatan 
yang telah dipilihnya; atau 
f) Tidak melegalisir perjanjian kerjasama penempatan; atau 
g) Tidak melegalisir surat permintaan TKI (job order) kepada 
Perwakilan RI di negara setempat; atau 
h) Menempatkan TKI tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau 
tidak melegalisir perjanjian kerja; atau 
i) Tidak membuat perjanjian penempatan dengan Calon TKI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau 
j) Merekrut, mendaftar dan menghimpun Calon TKI tanpa memiliki 
surat ijin pengerahan (SIP); atau  
k) Tidak mengurus pelaksanaan tes kesehatan tambahan bagi 
Calon TKI dalam hal negara tujuan mensyaratkannya; atau 
l) Tidak mempunyai BLK; atau 
m) Menempatkan TKI dalam Kendali Alokasi TKI bagi PJTKI yang 
belum memiliki BLK; atau 
n) Menyediakan asrama/akomodasi yang tidak memenuhi 
persyaratan; atau  
o) Tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi TKI; atau 
p) Tidak melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan 
(PAP); atau  
q) Tidak melaporkan realisasi penempatan TKI setiap bulan 
kepada Instansi Kabupaten/Kota daerah asal TKI, BP2TKI 
daerah asal TKI. BP2TKI domisili PJTKI dan Direktur Jenderal 
dengan menggunakan formulir; atau  
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r) Membebani angsuran biaya penempatan melebihi 25% dari gaji 
yang diterima TKI setiap bulan; atau 
s) Memotong upah TKI selain untuk pembayaran angsuran biaya 
penempatan; atau 
t) Tidak menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang 
dialami TKI; atau 
u) Tidak mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau 
meninggal dunia di luar negeri; atau 
v) Tidak mengurus kepulangan TKI; atau  
w) Tidak mengurus dan menandatangani perpanjangan perjanjian 
kerja; 
 
Disebutkan dalalm Pasal 86 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep- 104 A/MEN/2002 
bahwa Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan 
SIUP PJTKI apabila : 
a) Terbukti memiliki dokumen yang tidak memenuhi 
persyaratan/cacat hukum; atau  
b) PJTKI melakukan pencairan deposito dana jaminan dengan 
melanggar ketentuan; atau 
c) Melakukan kegiatan penempatan TKI sebelum dipenuhinya 
kembali nilai deposito yang telah dicairkan; atau 
d) Menempatkan TKI tanpa dokumen; atau 
e) Mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang sudah 
ditandatangani; atau 
f) Menempatkan TKI pada pekerjaan dan tempat yang melanggar 
kesusilaan atau yang membahayakan keselamatan dan 
kesehtan TKI; atau 
g) Tidak memberangkatkan Calon TKI dalam batas waktu yang 
ditetapkan dalam perjanjian penempatan; atau 
h) Tidak menyediakan asrama/akomodasi; atau  
i) Memberangkatkan TKI ke luar negeri tanpa KTKLN; atau 
j) Membebani biaya penempatan TKI melebihi ketentuan; atau 
k) Membebani biaya jasa perusahaan (company fee) kepada TKI 
melebihi 1 (satu) bulan gaji; atau 
l) Tidak memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak 
dan kepentingan TKI di luar negeri.  
 
Selain pelanggaran di atas, PJTKI yang terbukti terlibat dan atau 
melakukan perbuatan pemalsuan dokumen TKI atau dokumen lain yang 
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berkaitan dengan penempatan TKI. Menteri dapat mengenakan sanksi 
pencabutan SIUP. Dalam Pasal 87 Ayat (1) disebutkan apabila dalam hal 
SIUP-PJTKI dicabut, PJTKI berkewajiban : 
a) Mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari Calon 
TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian 
penempatan; 
b) Memberangkatkan Calon TKI yang telah memenuhi syarat dan 
memiliki dokumen lengkap dan visa kerja; dan  
c) Menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di Negara 
tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja 
TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) 
tahun. 
 
Diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-104 A/MEN/2002 Calon 
TKI dapat dibatalkan keberangkatannya keluar negeri apabila : 
a) Melakukan pemalsuan dokumen; 
b) Membuat keonaran di asrama dan 
c) Melakukan tindak pidana lainnya. 
 
Selanjutnya dalam Pasal 88 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep- 104 A/MEN/2002 
disebutkan bahwa TKI dipulangkan dengan biaya sendiri apabila TKI :  
a) Melanggar peraturan ketenagakerjaan di negara tujuan 
penempatan; 
b) Melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja; 
c) Melanggar ketentuan dalam perjanjian penempatan; dan 
d) Melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana di 
negara tujuan penempatan.  
 
Berdasarkan uraian mengenai aspek hukum administrasi terhadap 
TKI di luar negeri, lebih dutujukan kepada PJTKI dan TKI itu sendiri. Jenis 
sanksi administrasi tersebut merupakan : 
a) Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa; 
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b) Penutupan tempat usaha; 
c) Penghentian kegiatan usaha; 
d) Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan 
pemerintahan, penutupan. 
 
b. Sanksi Hukum Pidana 
Sanksi hukum pidana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 
Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, diatur dalam 
Bab XIII Pasal 102 s/d 104.  
Pasal 102 : 
1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap 
orang yang : 
a) Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di 
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 
b) Menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12; atau 
c) Menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat 
pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30. 
 
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tindak pidana kejahatan. 
 
Pasal 103 : 
1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah), setiap orang yang : 
a) Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; 
b) Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak 
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; 
c) Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;  
d) Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi 
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; 
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e) Menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan 
dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; 
f) Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; 
g) Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan 
program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; 
atau 
h) Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak 
manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3). 
 
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tindak pidana kejahatan. 
 
Pasal 104 
1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan 
dan paling lama 1 (satu) tahun dn/atau denda paling sedikit Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang : 
a) Menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana 
disyaratkan dalam Pasal 24; 
b) Menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan 
perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); 
c) Mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti 
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46; 
d) Menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki 
KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau  
e) Tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah 
memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen  
 
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tindak pidana pelanggaran. 
 
E. Dasar Hukum Kelembagaan BNP2TKI Dan BP3TKI 
1. Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia.(BNP2TKI). 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (disingkat BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non 
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Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan 
di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar 
negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. 
Kedudukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diatur dalam Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 sebagai berikut: 
Pasal 1 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga 
Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. 
 
Pasal 3 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
BNP2TKI menyelenggarakan tugas : 
a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis 
antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna 
Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di 
negara tujuan penempatan; 
b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan 
pengawasan mengenai : 
1. dokumen; 
2. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); 
3. penyelesaian masalah; 
4. sumber-sumber pembiayaan; 
5. pemberangkatan sampai pemulangan; 
6. peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia; 
7. informasi; 
8. kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia; 
dan 




Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI 
dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan 
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 Pasal 8 
1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang 
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala 
BNP2TKI 
2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. 
 
Pasal 9 
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan serta 
melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, 
perencanaan, anggaran, kepegawaian, umum, hukum, hubungan 




Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro, masing-
masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan 
masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian  
 
Pasal 11 
1) Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi adalah 
unsure pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI. 




Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi mempunyai 
tugas : 
a. menyiapkan bahan teknis di bidang penempatan dan 
perlindungan tenaga kerja Indonesia untuk kerja sama bilateral, 
regional dan multilateral, di tingkat Pertemuan Pejabat Tinggi, 
Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan, serta melakukan 
promosi Tenaga Kerja Indonesia; 
b. merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan 
mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia untuk 
kerja sama bilateral, regional dan multilateral di tingkat 
Pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala 




2. Balai Pelayanan,Penempatan Dan Perlindungan tenaga Kerja 
Indonesia, (BP3TKI) 
Kedudukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia,(BP3TKI) diatur dalam Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam: 
Pasal 23; 
1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia, dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Ibukota Propinsi 
dan/atau tempat pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia yang 
dianggap perlu.  
2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit 
Pelaksana Teknis di lingkungan BNP2TKI yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI. 
3) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia dipimpin oleh Kepala Balai. 
 
Pasal 24 
1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan 
pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan 
penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara 
terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing 
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia. 
2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia dalam melaksanakan tugas pemberian kemudahan 
pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan instansi Pemerintah 
terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 
sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 
3) Bidang tugas masing-masing Instansi Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian 
verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan 





1) Pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia dilaksanakan secara bertahap sesuai 
dengan kebutuhan. 
2) Pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan 




Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling 
banyak 3 (tiga) seksi. 
 
BP3TKI mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan BNP2TKI, 
yang berkedudukan di provinsi dengan wilayah hukum provinsi tersebut 






A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan 
data guna menunjang penelitian ini yaitu : 
 Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI 
(BP3TKI) Di Kota Makassar. 
Tempat sebagaimana di atas di pilih oleh penulis, karena tempat 
tersebut merupakan instansi yang berwenang dan juga memiliki data 
terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan Data yang 
mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, 
adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua 
jenis data yaitu : 
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi 
dalam hal ini pihak instansi yang mewakili pemerintah dalam melakukan 
perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan Lemabga 
penyaluran tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Balai Pelayanan 
Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh melalui bahan-
bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai 
hubungan dengan masalah yang penulis bahas dalam penulisan skripsi 
ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah (skripsi) yang dapat teruji 
secara ilmiah dan objektif, maka dibutuhkan sarana untuk menemukan 
dan mengetahui lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan tenaga 
kerja Indonesia di luar negri. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah 
tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak 
lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan serta 
mempunyai keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti, maka teknik 
pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu : 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan 
membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya 
yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Dalam bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan 
cara melakukan wawancara langsung dengan objek yang diteliti. Dalam 
hal ini melakukan teknik Interview (wawancara) yaitu melakukan tanya 
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jawab secara langsung dengan pihak instansi Balai Pelayanan 
Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). 
 
D. Teknik Analisis Data  
Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti 
yang tersebut di atas, maka selanjutnya untuk menghasilkan sebuah 
karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis di perlukan suatu sistem 
analisis data yang dikenal dengan Analisis Yuridis Deskriptif  Yaitu dengan 
cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai 
cara bentuk dan upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar 
Negeri .Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan kemudian 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum  Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia 
Berdasarkan Undang-Undang no 39 tahun 2004 pasal 95 ayat 1 
menjelaskan kedudukan dari BNP2TKI bahwa : Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen 
yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota 
Negara. 
Dari penjelasan Undang-Undang tersebut maka pemerintah 
membuat perpres no 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI yang dalam pasal 5 
ayat g mengenai Balai pelayanan, penempatan dan perlindungan Tenaga 
kerja Indonesia (BP3TKI). Berdasarkan wawancara dengan bapak MOHD, 
Agus Bustami, SE sebagai kepala BP3TKI Makassar (7 januari 2013) 
Menjelaskan bahwa untuk melayani masyarakat yang ingin memperoleh 
informasi dan mendapat  penjelasan tentang kelengkapan dokumen 
pengajuan izin tenaga kerja, BP3TKI  juga melayani mengenai pengaduan 
dari TKI atau pihak keluarga dari TKI. Atau dengan kata lain sebagai pihak 
yang mengakomodir TKI baik sebelum berangkat maupun setelah 
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kedatangannnya dan bagaimana perkembangan dari hasil yang telah 
dicapai oleh TKI.  
Hal ini sesuai dengan pertimbangan dalam perpres no 81 tahun 
2006 yang menjelaskan bahwa :  
a.  bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri, perlu membentuk Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai lembaga pemerintah 
untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan 
terintegrasi; 
b. bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama dan 
melibatkan instansi pemerintah terkait, sehingga Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam 
melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia beranggotakan wakil-wakil instansi terkait; 
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan 
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu menetapkan 
66 
Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 
BNP2TKI memiliki struktur organisasi yang tercantum dalam 
perpres no 81 tahun 2006 pasal 5 yaitu : 
a. Kepala; 
b. Sekretariat Utama; 
c. Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi; 
d. Deputi Bidang Penempatan; 
e. Deputi Bidang Perlindungan; 
f. Inspektorat; 
g. Balai Pelayananan Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia; 
h. Pos Pelayanan. 
Berdasarkan pasal 5 ayat g maka BP3TKI dibentuk yang 
penempatannya di provinsi atau daerah yang diperlukan, saat ini BP3TKI 
memiliki 29 kantor, dan tersebar di berbagai daerah provinsi. Dari 29 
kantor yang di miliki maka untuk melayani wilayah Sulawesi Maluku dan 
Papua maka dibentuklah kantor BP3TKI di Makassar, berdasarkan 
wawancara dengan ibu Nurmiaty, S.Sos, MM, menjelaskan bahwa 
sebelum adanya Undang-Undang no 39 tahun 2004, BP3TKI Makassar 
masih berbentuk kantor wilayah yang berada di lingkup departemen 
tenaga kerja. 
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Dari hasil penelusuran penulis menemukan bahwa masalah 
Tenaga Kerja Indonesia telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. 
sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli 
kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan 
di perkebunan di Suriname dengan Tujuannya untuk mengganti tugas 
para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai 
wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak 
tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang 
dikehendaki. 
Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di 
Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang 
bergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Adapun dasar pemerintah 
Belanda memilih TKI asal Jawa adalah rendahnya tingkat perekonomian 
penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi dan 
padatnya penduduk di Pulau Jawa. 
Pasca kemerdekaan pemerintah membentuk kementerian yang 
mengatur mengenai masalah ketenagakerjaan, pada tanggal 3 Juli 1947 
menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam 
era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 
dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia 
dengan nama Kementerian Perburuhan. 
Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti 
dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai 
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berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV 
berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara 
Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri, Selanjutnya dapat 
dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, 
penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan 
pemerintah, namun dilakukan secara orang perorang, kekerabatan, dan 
bersifat tradisonal. 
Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah 
Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen 
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah 
(AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula 
penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan 
pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta). Program 
AKAN ditangani oleh pejabat kepala seksi setingkat eselon IV dan 
bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan 
Penggunaan (Bina Guna), Program/Seksi akan membentuk Divisi atau 
Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik. 
Di daerah pada tingkat provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI 
dilaksanakan oleh "Balai AKAN.", Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan 
fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di bawah 
Direktorat Jenderal Binapenta. Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa 
TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 
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(PTKLN), Dalam upaya meningkatan kualitas penempatan dan keamanan 
perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI 
(BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang 
keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk 
meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar 
negeri sesuai lingkup tugas masing-masing. 
Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan 
diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN, 
Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat 
Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar 
negeri. Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan 
penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai 
Pelayanan dan Penempatan TKI). 
Selanjutnya pada tahun 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan 
pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan 
Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang 
struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah 
pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, 
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Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, 
Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain. 
Kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan 
dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya 
kepada presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat 
Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena 
fungsinya telah beralih ke BNP2TKI. 
Dari pembahasan diatas maka saat ini tugas mengenai TKI di 
lakukan oleh BNP2TKI, dan untuk kelancaran pelayanan didaerah maka 
dibentuklah kantor pelayanan dengan nama Balai Pelayanan Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).  
Sebagaimana maksud dan tujuannya maka untuk wilayah 
Sulawesi, Maluku dan Papua maka BP3TKI ditempatkan dimakassar di 
bentuk sebagai tempat perwakilan dari BNP2TKI, menurut Bapak Mohd. 
Agus Bustami, SE. BP3TKI untuk Indonesia wilayah timur tidak selain di 
Makassar disebabkan oleh kurangnya permintaan baik itu dari masyarakat 
di luar sul-sel atau dari negara dan perusahaan luar negeri. 
Itulah BP3TKI bukan berbentuk sebagai badan namun dinamakan 
Balai yang keputusan masih mengikuti  keputusan dari BNP2TKI. Sebagai 
contoh jika ada permintaan dari perusahaan luar negeri maka harus 
melalui BNP2TKI dulu lalu di teruskan ke BP3TKI. 
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2. Visi dan Misi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja (BP3TKI). 
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mempunyai visi dan 
misi sebagai berikut:  
Visi :  
"Terwujudnya Tki Yang Berkualitas, Bermartabat Dan Kompetitif" 
 
Misi : 
1) Menciptakan Kekesempatan Kerja di Luar Negeri Seluas-luasnya 
2) Meningkatkan Keterampilan / Kualitas dan Pelayanan 
Penempatan TKI. 
3) Meningkatkan Pengamanan, Perlindungan dan Pemberdayaan 
TKI 
4) Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penempatan dan 
Perlindungan TKI. 
5) Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendukung Sarana 




1. Fungsi dan Tugas Balai Pelayanan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja (BP3TKI) Kota Makassar dalam 
memberikan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di luar negeri. 
 
Berdasarkan pasal 25 ayat 2 pembentukan BP3TKI ditetapkan oleh 
Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.  
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Adapun fungsi dan tugas Badan Nasional Penempatan Dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 
1. Fungsi BNP2TKI adalah: 
Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan 
tenaga kerja Indenesia di luar negeri secara terkoordinasi dan 
terintegrasi, (pasal 95 ayat 1, Undang-undang no 39 tahun 2004)  
2. Tugas BNP2TKI ada dua yaitu: 
a. Melaksanakan penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara 
pemerintah dan pemerintah Negara pengguna TKI atau 
pengguna berbadan hukum diNegara tujuan penempatan. 
b. Memberikan pelayanan,  mengkoordinasikan dan melakukan 
pengawasan mengenai:  
I. Dokumen. 
II. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) 
III. Penyelesaian masalah. 
IV. Sumber-sumber pembiayaan. 
V. Pemberangkatan sampai pemulangan. 
VI. Peningkatan kualitas calon TKI. 
VII. Informasi. 
VIII. Kualitas pelaksana penempatan TKI. 
IX. Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan 
keluarganya. 
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BP3TKI dibentuk untuk bertugas membantu kelancaran 
pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI 
ini tercantum Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang no 39 tahun 2004. 
Berdasarkan hasil wawancara bapak Mohd. Agus Bustami, SE 
menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BP3TKI 
Makassar melalui dua cara yaitu : 
1. Sistem pelayanan manual, yaitu tatap muka dikenal dengan system 
loket-loket, penampungan misalnya memberikan informasi 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengurusan 
tenaga kerja diluar negeri, selain itu juga melayani mengenai 
pengaduan tentang masalah yang di hadapi tenaga kerja Indonesia 
diluar negeri baik itu dari TKI sendiri atau dari pihak keluarga TKI 
tersebut. 
2. Sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (sisko TKLN) yaitu 
digunakan untuk menyelesaikan dokumen-dokumen melalui 
website. Misalnya, kelengkapan dokumen atau informasi lowongan 
tenaga kerja di luar negeri. 
Menurut bapak Mohd. Agus Bustami, SE fungsi BP3TKI ada 3 
yaitu: 
1. Pengurangan pengangguran : ini disebabkan oleh tingginya angka 
pengangguran disertai dengan kemampuan keahlian yang rendah. 
Serta lapangan pekerjaan di dalam negeri terbatas 
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2.  Pengentasan kemiskinan : ini disebabkan dengan bekerjanya 
tenaga kerja Indonesia diluar negeri maka dapat menghidupi 
keluarga yang ada di Indonesia. 
3. Peningkatan kesejahteraan : ini disebabkan karena pendapatan 
yang diterima diluar negeri lebih banyak jika dibandingkan di dalam 
negeri. 
 
Sedangkan tugas dari BP3TKI ada 3 yaitu : 
1. Sebelum TKI berangkat keluar negeri yaitu Menyiapkan orang yang 
berminat keluar negeri dengan lapangan kerja  yang pasti dan 
melengkapi persiapan document yang belum lengkap serta 
membina keterampilan apa yang  bisa di andalkan saat bekerja 
diluar negeri. 
2. Saat diluar negeri yaitu mengontrol, memantau dan mengetahui 
keadaan hak dan kewajiban TKI yaitu : bekerjasama dengan 
kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsul Jendral 
Republik Indonesia (KJRI)atau perwakilan dagang dimana 
ditempatkannya TKI, selama masa kerja bagaimana TKI tersebut 
apakah hak dan  kewajibannya terpenuhi, dan keadaannya masih 
sehat atau terkendala masalah hukum diluar negeri. 
3. Setelah pulangnya TKI yaitu mengatur rehabilitasi pengaturan dana 
yang terkumpul dengan cara diajarkan pengelolaan dana misalnya 
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berbisnis, wirausaha, dan praktek produksi bahkan ketika dia sakit 
ada asuransi yang melindungi. 
Dalam menerapkan fungsi dan tugasnya BP3TKI , melakukan 
persiapan dari awal hingga akhir masa kerja TKI. Disebut juga cara 
penempatan TKI disebutkan bahwa ada dua bahagian : 
1. Mengeluarkan izin atau pemeriksaan kepada calon pemberi kerja 
diluar negeri yaitu meneliti apakah perusahaan jasa luar negeri 
tersebut benar-benar ada dan mampu melindungi hak-hak serta 
kewajiban apa saja yang dibutuhkan serta mempertemukan 
penerima dan penyalur dalam hal ini Penyalu Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia (PJTKI) yang sah terdaftar dan legal dalam menyalurkan 
tenaga kerja. 
2. Mempersiapkan kelengkapan dokumen calon TKI misalnya KTP, 
pemeriksaan kesehatan oleh klinik yang ditunjuk, SKCK, paspor, 
Visa dan kelengkapan dokumen lainnya agar diharapkan tidak ada 
lagi kendala yang dihadapi TKI saat sudah mulai bekerja di luar 
negeri. 
Selain itu juga menjelaskan hal-hal yang tidak diperbolehkan dan 
sanksi yang akan diterima jika melanggar ketentuan yang telah 
diperjanjikan misalnya kawin,  berjudi, membuat rusuh, narkoba dan 
lainya.  
BP3TKI juga menangani calon TKI yang ingin bekerja namun bukan 
melalui perusahaan luar yang telah bekerjasama dengan BP3TKI, 
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misalnya penerimaan  tenaga kerja melalui penerimaan secara langsung 
melalui tes (bukan melalui perusahaan jasa), disini BP3TKI meminta 
kontrak antara pekerja dan perusahaan penerima. Dan mengeluarkan izin 
untuk bekerja. Selain kerja BP3TKI juga mengeluarkan izin untuk 
keperluan kuliah atau magang diperusahaan luar negeri. 
Untuk membantu kelancaran  BP3TKI dibentuk juga P4TKI yang di 
pimpin oleh koordinator,  saat ini P4TKI yang di bentuk ada 2 yaitu P4TKI 
Pare-Pare dan P4TKI Mamuju,  Menurut bapak Mohd.  Agus Bustami, SE 
P4TKI tersebut berkoordinasi dengan BP3TKI dalam hal pemberangkatan 
dan pemulangan TKI,  P4TKI Pare-Pare dikoordinator oleh bapak Zulkifli, 
SE dan P4TKI Mamuju Dikoordinatori oleh Purworini, S.Sos.  
Sebagaimana tercantum dalam pasal 27 dan 28 P4TKI;  
Pasal 27 
(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan 
pemulangan Tenaga Kerja Indonesia di pintu-pintu embarkasi 
dan debarkasi tertentu dibentuk Pos-Pos Pelayanan. 
(2) Pos Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan untuk 
memperlancar pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja 
Indonesia. 
(3) Pos Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan 
oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia. 
(4) Pos Pelayanan dipimpin oleh seorang Koordinator 
 
Pasal 28 
Pembentukan Pos Pelayanan dan fasilitas pendukungnya yang 
memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah 
mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab 




2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Balai Pelayanan 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(BP3TKI) Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. 
 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP3TKI terdapat kendala-
kendala penghambat  yang ditemui selama menjalankan aktifitasnya, oleh 
sebab itu penulis ingin membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang 
dihadapi oleh BP3TKI khususnya BP3TKI Makassar. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Mohd Agus Bustami, SE 
ada dua faktor yang  menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. : 
1. Faktor internal : 
a. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsi BP3TKI kota Makassar. 
b. Keterbatasan anggaran dan dana dalam proses pelayanan 
kepada masyarakat baik itu calon TKI maupun TKI yang telah 
ditempatkan di luar negeri.  
2. Faktor eksternal :  
a. Lemahnya dukungan pemerintah setempat dalam program 
penempatan Tenaga Kerja diluar negeri, yaitu: tidak ada 
anggaran yang tersedia dalam anggaran pembangunan daerah 
(APBD). 
b. Lemahnya peraturan dan perbedaan hukum antara dua 
peraturan di dua daerah yang berbeda, Yaitu ; adanya tumpang 
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tindih  peraturan mengenai masalah ketenagakerjaan sebagai 
contoh salah satu kasus, kabupaten malili tidak memberikan izin 
namun kabupaten pinrang mengeluarkan izin.  
Menurut Ibu Nurmiaty S,Sos, MM,  permasalahan yang ditemukan 
oleh BP3TKI Makassar selanjutnya ibu Nurmiaty memaparkan beberapa 
contoh : 
1. Masalah terdaftar atau tidaknya TKI di dalam dan luar negeri, Yaitu: 
banyak TKI yang bekerja diluar negeri yang tidak terdaftar (illegal) 
namun BP3TKI dan diteruskan ke BNP2TKI tetap melakukan 
koordinasi dengan pihak KBRI atau KJRI untuk mengetahui 
keadaan dan keberadaan TKI tersebut. 
2. Praktek percalonan atau PJTKI yang tidak mempunyai izin. Yaitu : 
terdapat beberapa kasus yang terjadi dengan adanya iming-iming 
pekerjaan yang ditawarkan namun itu hanya kedok dari oknum 
yang bersangkutan.  Sehingga yang terjadi peruntukannya adalah 
Human Tracfiking  
3. Informasi mengenai kecelakaan atau musibah yang terjadi diluar 
negeri Yaitu : ada kejadian terjadi diluar negeri misalnya kerusuhan 
atau kecelakaan transportasi, sehingga dicek apakah ada tenaga 
kerja Indonesia yang berkerja di tempat tersebut. 
4. Evakuasi korban dari TKI, Yaitu : mengetahui keadaan apakah 
hidup atau telah mati disini di butuhkan pemulangan TKI dengan 
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aturan yang disesuaikan dengan ketentuan di Indonesia dan 
dinegara kedaulatan tersebut. 
5. TKI terkena masalah hukum di Negara TKI tersebut bekerja. Yaitu : 
adanya TKI yang bermasalah hukum di luar negeri disebabkan oleh 
tindakan TKI atau masalah administrasi. 
6. Intimidasi yang didapat oleh tenaga kerja Indonesia. Yaitu : adanya 
kekerasan yang di dapat TKI baik itu secara fisik atau psikis 
mengenai tempat TKI tersebut bekerja,  
Dari beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, dari data yang didapat penulis 
mengenai rekapitulasi dari laporan penanganan kasus dari bulan Januari 
sampai bulan Desember 2012 ( dapat dilihat dari lampiran). ,menurut 
bapak Mohd Agus Bustami, SE. laporan tersebut sebenarnya masih 
banyak yang belum ditemukan oleh sebabnya karena kebanyakan 
masyarakat tidak melaporkan atau tidak ditemukan oleh pemerintah, 
dalam hal ini yang berwenang BNP2TKI dan jajarannya. Maka dari itu, 
dibutuhkan kerjasama dari pihak masyarakat dan aparat pemerintah 
lainnya, agar dapat membantu tugas dan fungsi BP3TKI karena 















Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas  
adalah sebagai berikut : 
1. BP3TKI Kota Makassar merupakan perpanjangan tangan dari 
BNP2TKI, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
harus berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh BNP2TKI dan 
mengkoordinasikan ke P4TKI, serta melakukan pelaporan tiap 
bulannya berdasarkan hasil dari pelaksanaannya, baik itu BP3TKI 
dan P4TKI lalu diteruskan ke BNP2TKI. 
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Balai Pelayanan 
Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) 
Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu: 
a. Faktor internal : 
 Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsi BP3TKI kota Makassar. 
 Keterbatasan anggaran dan dana dalam proses pelayanan 
kepada masyarakat baik itu calon TKI maupun TKI yang 
telah ditempatkan di luar negeri.  
b. Faktor eksternal :  
 Lemahnya dukungan pemerintah setempat dalam program 
penempatan Tenaga Kerja diluar negeri, yaitu: tidak ada 
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anggaran yang tersedia dalam anggaran pembangunan 
daerah (APBD). 
 Lemahnya peraturan dan perbedaan hukum antara dua 
peraturan di dua daerah yang berbeda.  
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Sebaiknya BP3TKI didirikan di tiap provinsi untuk memberikan 
pelayanan yang maksimal baik terhadap Calon Teneraga Kerja 
Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia yang telah ditempatkan 
sehingga menjamin terpenuhinya hak-hak ketenagakerjaan. 
2. Sebaiknya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap 
masalah ketenagakerjaan dalam hal anggaran serta sarana dan 
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